ABSTRAK

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki peran strategis
dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih,
transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan pemeriksaan atass
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan
BUMD merupakan Perusahaan milik negara yang modalnya berasal
dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Kedua
Lembaga tersebut sama-sama berafiliasi kepada negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan
wewenang BPK dalam pemeriksaan keuangan negara sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksaan Keuangan, serta mengidentifikasi kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metodologi yang digunakan dalm penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan Analisa konten. Pendekatan yang
digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif
analitis. Metode Library Research digunakan untuk pengumpulan
data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPK
belum memiliki aturan yang baku untuk mengaudit BUMD.

Hasil penelitian menunjukan bahwa BPK melaksanakan tiga
jenis  pemeriksaan  keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dalam pelaksanaan
tugasnya, BPK berwenang meminta dokumen, data, dan
keterangan dari instansi yang diperiksa serta melakukan
pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun,
pelaksanaan kewenangan BPK sering menghadapi kendala berupa
keterbatasan akses terhadap data, rendahnya Tingkat tindak lanjut
oleh entitas yang diperiksa, serta tantangan independensi dalam
praktik politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan
koordinasi antara BPK dan Lembaga penegak hukum serta
peningkatan transparansi public terhadap hasil pemeriksaan untuk
memperkuat akuntabilitas keuangan negara.
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